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 Kemiskinansudah menjadi fenomena kehidupan masyarakat, dengan kata 
lain telah mengakar luas dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Adapun 
wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut 
yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya 
yaitu dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan (PNPM MP), yang diatur berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2009 
dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : (1). Bagaimanakah implementasi SPP (Simpan Pinjam 
Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi 
masyarakat di Desa Balairejo? (2). Bagaimana pandangan Islam tentang 
implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam program PNPM-MP 
terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo? Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan SPP (simpan pinjam 
kelompokperempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan 
ekonomi masyarakat di Desa Balairejo dan untuk menganalisis perspektif Islam 
mengenai program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di 
Desa Balairejo.Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (fileld research), 
dimana data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Data 
sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Sampel dari penelitian ini adalah 
perangkat Desa, pengurus UPK,dan masyarakat tergabung dalam keanggotaan 
PNPM MP SPP. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis 
kualitatif.Dari penelitian  yang berjudul implementasi SPP PNPM MP pada 
pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo dapat di simpulkan bahwa 
implementasi dalam program SPP kurang berjalan dengan baik hal ini 
dikarenakan tidak sesuai dengan visi misi awal SPP yang di maktub dalam PTO( 
Pedoman Teknis Oprasional) dalam program PNPM MP. kegiatan SPP sesuai 
unsur Syari’at Islam dalam sistem akadnya baik dari kegiatan awal hingga 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahpahaman akan penulis jelaskan dan 
tegaskan, judul skripsi ini adalah sebagai berikut: “Implementasi SPP 
(Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo 
Kabupaten Lampung Tengah” 
1. Implementasi adalah penerapan.Browne dan Wildavky mengemukakan 




2. SPP (Simpan Pinjam Perempuan), penjabaran dari SPP adalah suatu 
program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana 
bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum 
perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan.
2
 
3. Program PNPM-MP adalah program untuk mempercepat 
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan
3
. 
                                                             
1
 Arinda Firdianti,Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan 
Prestasi Belajar Siswa (Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHINGS. 2017) h.19 
2  Maria Vianney Chinggih Widanarto, Ketut Sudibia. Efektivitas Program Simpan 
Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pnpm Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan 
Kabupaten Badung, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2 (2016) : 253-278 
3
 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Perdesaan, h. 1. 
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4. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat adalah proses kerja sama antara 
klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual 
benefit
4
.Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat 
merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk 
masyarakat miskin, baik dikota maupun desa.
5
 
Jadi yang penulis maksut dari judul Implementasi SPP (Simpan 
Pinjam Perempuan) Dalam Program PNPM-MP Terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah untuk mengetahui dampak 
dari program nasional pemberdayaan masayarakat semenjak berjalannya 
program tersebut terhadap masyarakat di Desa Balairejo.  
B. Alasan Memilih Judul  
1. Alasan Obyektif 
a. Kehadiran PNMP mandiri pedesaan di Balairejo merupakan upaya 
yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir kemiskinan melalui 
penyediaan layanan keuangan berbasis pemberdayaan dengan 
memulai, mengembangkan dan meningkatkan usaha agar dapat 
membantu pendapatan masyarakat terutama pada program SPP. 
Namun simpan pinjam yang diberikan PNPM Mandiri pedesaan 
kepada masyarakat bukan untuk meningkatkan pendapatan kaum 
perempuan yang digunakan untuk usaha tetapi pinjaman tersebut 
hanya sekedar pemberian pinjaman. 
 
                                                             
4
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto,Manajemen 
Pemberdayaan(Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2006) h.116 
5
 Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta: Adtya Media, 2005), h.4 
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2. Alasan Subyektif 
a. Tersediannya sumber informasi yang berkenaan dengan masalah 
tersebut, baik teori maupun yang diperoleh dari lapangan. 
b. Judul ini sangat berkaitan dengan prodi studi yang peneliti ambil, 
yaitu Ekonomi Islam.  Dimana yang menjadi objek kajian penelitian 
adalah fenomena yang ada di masyarakat yaitu tentang Implementasi 
SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Program PNPM-MP 
Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balairejo 
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
C. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, masalah kemiskinan sudah menjadi fenomena kehidupan 
masyarakat, dengan kata lain telah mengakar luas dalam sistem sosial 
masyarakat Indonesia. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, 
semakin memperparah kondisi masyarakat yang tergolong miskin. Hal ini 
dapat dilihat dari tersebarnya masyarakat miskin, merosotnya berbagai 
kegiatan ekonomi rakyat yang mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan 
masyarakat. 
Pengentasan kemiskinan memang menjadi tema yang sentral dan telah 
menjadi agenda nasional dari lembaga-lembaga Indonesia. Untuk itu, mereka 
telah mengucurkan dana dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi dalam 
perjalanannya, sering sekali dana yang seharusnya dipakai dalam mengatasi 
masalah kemiskinan, ternyata jatuh ketangan-tangan yang tak semestinya. 
4 
 
Oleh sebab itu, fenomena yang seperti itu perlu mendapat perhatian 
yang serius terutama dari pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan 
dalam memberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat miskin. 
Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya 
(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.
6
 
Sumodiningrat mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan 
individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun 
keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.
7
 
Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan 
kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa. 
Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di 
mana orang-orang secara bersama-sama dengan penjabat-penjabat pemerintah 
berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial,dan kebudayaan 
dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini 




Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan 
kemiskinan tersebut yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan 
masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), yang diatur 
                                                             
 
6
Totok Mardikanto Dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h.23.  
 
7
G. Sumodiningrat, Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat, Edisi Kedua 
(Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2006), h. 5. 
 
8
Irawan Dan M.Suparmoko, Ekonomika Pembangunan, Edisi Keenam, Cet.Kedua 
(Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 308.  
5 
 
berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2009 dilanjutkan dengan Perpres No. 15 
Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri
9
.   
PNPM-MP ini diluncurkan pemerintah guna meningkatkan efektifitas 
penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kegiatan 
pengimplementasian bantuan dalam PNPM-MP dilkat dalam forum 
masyarakat diaksanakan oleh  UPK (Unit Pengolah Kegiatan) dimana suatu 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat  dalam forum musyawarah antar 
Desa. UPK bertanggungjawab terhadap forum musyawarah antar desa 
sebagai wakil masyarakat sekecamatan, dan mensukseskan kegiatan PNPM. 
Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan 
kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan 
partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama 
masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan 




Pada PNPM MP ini, terdapat beberapa program yang ditawarkan 
pemerintah, salah satunya yaitu pemberian dana bergulir bagi kaum 
perempuan, yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pada prinsipnya, PNPM-
                                                             
9
Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, 
http://www.pnpm-mandiri.org/perpustakaan/buku/PNPM_Mandiri_Info_Kit_2012 (diakses pada 
tanggal 2 april 2019 pukul 23.37) 
10
Firmanzah. “Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketeing Politik”, (Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).h.290 
6 
 
MP SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan 
masyarakat khususnya bagi perempuan, yang bertujuan untuk mempercepat 
penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir 
untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf 
hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil, maka akan 
berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih 
mandiri dan mampu menjadi penyokong kesejahteraan keluarga. Untuk 
mendukung dan merealisasikan hal diatas maka pemerintah perlu membuat 
kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. 
Seiring dengan pelaksanaan PNPM-MP, Desa Balairejo merupakan 
salah satu yang menjadi target dari PNPM-MP, yang terletak di Kecamatan 
Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dengan kehadiran PNPM-MP, 
kemampuan akan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang 
dimilikinya dapat semakin membaik sehingga dapat berpengaruh terhadap 
ekonominya. Di Desa Balairejo telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang 
termasuk didalam PNPM itu sendiri, salah satunya adalah PNPM-MP yang 
disebut kegiatan simpan pinjam perempuan(SPP) dan program ini bertujuan 
membantu kaum perempuan miskin dalam pemenuhan kebutuhan 
permodalan dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank. Diharapkan 
dapat membantu kaum perempuan untuk meningkatkan taraf hidup serta 
menunjang perekonomian keluarga miskin
11
. 
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Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat 
memerlukan target dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu 
pelaksanaan program didesa Balairejo. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan 
evaluasi yang secara khusus melihat perkembangan percapaian target dan 
indikator PNPM-MP SPP secara konsisten dan terbuka. Pemantauan yang 
memadai terhadap kinerja program diperlukan agar dapat melakukan evaluasi 
yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan 
tujuan PNPM Mandiri SPP. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk 
mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program 
menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan 
mencapai tujuanya, maka program akan dilanjutkan atau dikembangkan 
didaerah lain. Jika ternyata program buruk dan kurang bermanfaat bagi 
masyarakat, maka program harus dihentikan. 
Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan  telah berjalan selama 12 tahun 
di Desa Balairejo dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaanya dilihat dari data 
perkembangan kelompok SPP semakin meningkat yaitu pada tahun 2015 
terdapat 19 kelompok meningkat pada tahun 2018 terdapat 23 kelompok hal 
ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Sumiati selaku bendahara UPK, bahwa 
tingkat pengembalian SPP Desa Balairejo berjalan dengan baik. Jika program 
ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya menunjukkan dampak yang 
positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka program ini 
dapat menjadi program unggulan yang terus didukung didalam menetapkan 
kebijakan pembangunan daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan. 
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Namun dalam hal meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin 
program ini belum mencapai sasaran yang tepat.
12
 
Hal ini disebabkan oleh bertambahnya masyarakat miskin di Desa 
Balairejo selama empat tahun terkhir, dari data yang didapatkan dari Bapak 
Bahrul selaku Sekretaris Desa, dapat dilihat dalam tabel berikut ini 
Tabel I 
Tingkat Kemiskinan di Desa Balairejo 
 
Tahun 2015 2016 2017 2018 
RT Miskin 372 KK 405 KK 417 KK 433 KK 
Sumber: Data Monografi Desa Balairejo 
 Masyarakat miskin di Desa Balairejo pada tahun 2015 berjumlah 372 
KK meningkat pada tahun 2018 menjadi 433 KK sehingga dari hal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Desa Balairejo 
justru meningkat, hal ini dapat diidentifikasi oleh keadaan ekonomi 
masyarakat yang menurun. Karena saat ini orang yang memiliki usaha sudah 
semakin banyak dan persaingan antar pedagang semakin meningkat sehingga 
pendapatan pedagang semakin menurun. 
13
 
Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam 
sangat memahami kebutuhan penganutnya, tidak terkecuali dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Ada berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk 
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melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan salah 
satunya melalui program pemberdayanyaitu kegiatan Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP). Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan 
kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. 
Kebijakannya harus berlaku menyeluruh tanpa berpihak pada suatu golongan 
tertentu, baik itu golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Hal 
itu bertujuan supaya tidak ada suatu golongan yang merasa tidak 
diperlakukan secara adil. Allah SWT juga telah memberikan perintah kepada 
setiap orang untuk berlaku adil yang disebutkan dalam firmanNya yaitu surat 
al-Maidah ayat 8. 
 َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى   ۖ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط 
ِبَا تَ ْعَمُلونَ  ِإنَّ اللََّه َخِبير  ۖ  اللََّه َوات َُّقوا  ۖ   اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى   ۖ  َأَلَّ تَ ْعِدلُوا   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan 
menggunakan indikator kemiskinan rumah tangga.
14
 Dalam kehidupan nyata 
seringkali perempuan kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, 
sehingga perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan 
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bergantung dengan hasil pendapatan suami. Peran perempuan dalam rumah 
tangga menyebabkan perempuan dianggap sebagai penerima pasif 
pembangunan. 
Jika pada suatu wilayah distribusi hasil pembangunan cukup merata 
maka hal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
miskin. Oleh karena itu, penduduk miskin diidentikan dengan penduduk yang 
pendapatannya masih berada di bawah garis kemiskinan.
15
 Tentu kita tidak 
dapat memaklumi masalah ini. Bagaimana tidak, problema kemiskinan dan 
pengangguran dapat menjadi bom waktu, yang setiap saat bisa memunculkan 
masalah sosial yang amat dahsyat. Katakanlah misalnya, akan semakin 
tingginya tingkat kriminalitas. Karena itu, bagaimanapun problema ini harus 
dituntaskan sedini mungkin. Diperlukan langkah yang secara simultan dalam 
menanggulangi kedua problema ini. Langkah-langkah tersebut dapat dimulai 
dengan mengintegrasikan target dan program ke dalam rencana yang lebih 
sederhana dan singkat. Kemudian kita perlu jujur dan cerdas dalam 
menjalankan setiap program yang sudah kita rencanakan.
16
 
Program pemberdayaan ditujukan agar masyarakat lebih berdaya 
dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka 
pembangunan desa serta tujuan lainnya yaitu dalam pengentasan kemiskinan. 
Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dinilai lebih efektif, 
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karena masyarakat dianggap lebih mengetahui segala permasalahan yang 
dihadapai pada desa masing-masing.
17
 
PNPM MP adalah program nasional penanggulangan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program 
harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur 
program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk 
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan 
untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara 
individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persolan terkait 
upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
18
 
Sementara, berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam kegiatan 
simpan pinjam PNPM-MP ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: (1) 
Kegiatan simpan pinjam belum menerapkan pertimbangan yang obyektif; (2) 
Belum semua sasaran kelompok orang miskin dapat terjangkau (3) 
Kurangnya kepercayaan antara sesama pelaku PNPM, oleh karena itu penulis 
tertarik menulis judul “Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok 
Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Di Desa Belairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 
Tengah” 
D. Identifiksi Masalah  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan 
sebagai berikut : 
 Pemerintah dalam mengentas kemiskinan menciptakan suatu program 
PNPM-MP yang diberdayakan melalui  SPP (simpan pinjam permpuan) yang 
diharapkan dapat membuat masyarakat hidup  sejahtera lebih baik dari 
kehidupan yang sebelumnya atau lebih  tetapi pada kenyataanya di Desa 
Balairejo Peneraran/ implementasi PNPM-MP kurang maksimal karena 
kurangnya kesadaran masyarakat atau pemahaman anggota tentang penerapan 
simpan pinjam yang dilaksanakan melalui program  SPP (Simpan Pinjam 
Perempuan) dalam memberdayakan perekonomian yang ada di Desa 
Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
E. Fokus Penelitian  
 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan 
pada penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Program PNPM-MP 
terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo Kecamatan 
Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
F. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikas imasalah yang ada, agar penelitian terarah dan 
terfokus, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah implementasi SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam 




2. Apa pandangan islam tentang implementasi SPP (Simpan Pinjam 
Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan ekonomi 
masyarakat di Desa Belairejo? 
G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan analisis program tersebut: 
1. Untuk menganalisis implementasi SPP (simpan pinjam kelompo 
perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap pemberdayaan 
ekonomi masyarakat di Desa Belairejo. 
2. Untuk menganalisis apa pandangan islam tentang implementasi SPP 
(Simpan Pinjaman Perempuan) dalam program PNPM-MP terhadap 
pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Balairejo. 
b. Manfaat Penelitian 
  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 
pihak yang berkepentingan. Secara terperinci, manfaat penelitian ini dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi 
ilmu pengetahuan khususnya di bidang perekonomian, karena 
penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja program tersebut 
karena dari penelitian ini dapat mkemberikan keterangan berupa hal 
14 
 
yang mendukung keberhasilan yang dapat diterapkan untuk menjadikan 
program ini menjadi lebih baik. 
2. Manfaat Praktis  
  Tentunya penilitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak 
yang berperan dalam berjalannya program tersebut yaitu bagi 
Pemerintah dan Masyarakat. 
H. Metode Penelitian 
Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian akan terlaksana dengan 
objektif dan ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal. Maka sangat 
diperlukan rumusan-rumusan untuk bertindak dan berfikir ilmiah yang 
disebut dengan metode-metode dalam suatu penilain merupakan hal yang 
sangat bermakna, sebab dengan adanya metodelogi akan memperlancar 
penelitian. Berkenaan dengan masalah metodelogi penelitian ini penulis akan 
menjelaskan beberapa hal. 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (fileld research) yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang 
latar belakang keadaan tempat penelitian.
19
 Penelitian dilapangan 
dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat 
penelitian yaitu berkenaan dengan PNPM-MP SPP di Desa Balairejo 
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
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b. Sifat Penelitian  
 Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang 
bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 
(deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Sifat penelitian 
ini untuk menggambarkan atau mengangkat data sesuai dengan keadaan 
yang terjadi dilapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardalis, 
bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang 
ada dan sedang terjadi.
20
 
2. Sumber Data 
 Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu 
diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi menjadi : 
a. Data Primer 
 Data Primer (pokok) suatu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan wawancara kepada pihak dinas terkait dan masyarakat yang 
mendapatkan bantuan PNPM-MP SPP di Desa Balairejo Kecamatan 
Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 
 
b. Data Sekunder  
 Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, 
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jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan 
dengan judul skripsi yang dimaksud.
21
 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
 Populasi adalah himbauan keseluruhan karakteristik dari objek 
yang diteliti. Namun sebenarnya dalam penelitian kualitalif tidak 
menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation” atau 
situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan 
aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.
22
 Populasi yang dimaksud 
dari penelitian ini adalah seluruh anggota yang tergabung di dalam 
PNPM-MP  Desa Balairejo yang terdiri dari 23 Kelompok yang setiap 
kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 15 anggota yang keseluruhannya 
berjumlah 150 orang 
b. Sampel 
  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada ada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Sampel yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah nonprobabilitas sampling., Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. menurut 
Suharsimi Arikanto apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di 
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 Maka sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
No Nama Kelompok Jumlah Anggota 
1 Sawit 1 12 
2 Melati 3 7 
3 Coklat 5 
4 Niaga Jaya 6 
JUMLAH 30 Anggota 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari 
perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian 
sebagai berikut: 
a. Observasi 
 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu 
teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 
direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol 
keandalan dan kesahihannya. 
 Dalam penelitian ini, mengamati kegiatan para anggota atau 
petugas Unit Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan terkait 
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PNPM serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan tersebut yang 
berada di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 
Tengah. 
b. Wawancara (interview) 
 Metode wawancara ialah suatu percakapan tanya jawab lisan 
antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian 
wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin yakni 
proses wawancara tanya jawab yang digunakan daftar pertanyaan akan 
tetapi dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan 
dan tujuan yang hendak diuji. Adapun yang menjadi sumber informasi 
adalah Ketua sekertaris bendahara dan sekertsris dalam anggota 
PNPM-MP di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten 
Lampung Tengah. 
c. Dokumentasi 
 Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-
hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, prasasti, 
notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Penulis menggunakan 
metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada 
dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus 
pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan 
konkret.
24
Teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun data 
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sekunder yang memuat informasi tertentu mengenai pelaksanaan 
kegiatan SPP di Desa Balairejo dan Laporan Keuangan UPK. 
5. Metode Analisis Data 
 Analisis data dalam penelitian kualitatif,dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 
akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 
yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa 
aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 
dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 
display, dan conclution drawing/verification.
25
 
a. Data Reduction (Reduksi Data) 
  Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 
dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data 
akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 
dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 
merangkum,memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, pada PNPM-MP di Desa Balairejo. Dengan demikian 
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data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 
dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan 
memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
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b. Penyajian Data (Data Display) 
  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bis 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 
Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for 
qualitative research data in the best has been narative text”. Yang 
sering digunakan untuk penyajian data dan penelitian kualitatif 
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
27
 
c. Conclusion Drawing/Verfication 
  Langkah ketiga dalam analisis data kulitatif menurut Miles 
and Huberman adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 
masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 







peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 






















BAB II  
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Implementasi  
Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa merupakan 
suatu proses penerapan ide, program atau tatanan kedalam praktik 
pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada 
sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.
1
 
Menurut Harsono mengemukakan Implementasi adalah suatu proses 
untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik 
kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka 
penyempurnaan suatu program.
2
Implementasi merupakan suatu kebijakan 
yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan atau menjalankan suatu program 
agar terciptanya akhir suatu kegiatan yang baik. Dalam hal ini dilakukannya 
implementasi pada suatu program sangat berperan dalam terciptanya. 
Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho 
menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks 
manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling.
3
 Jadi 
ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah 
mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin 
pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci 
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kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui: 




Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau 
faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama 
lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, 
melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan 
pengendalian pelaksanaan secara rinci, maka implementasi yang dilakuakan 
akan berjalan dengan baik.  
Pada konsep implementasi, implementasi kebijakan adalah cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Tidak lebih dan tidak kurang. 
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang 
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau 
melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik 
tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu 
dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut 
mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya 
manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program 
yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud 
pada kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat 
maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
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Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan 
publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 
Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan 
besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang 
dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan.
6
 
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 
sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan 
kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang 
dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan 
itu sendiri.  
B. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan  
ProgramSimpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan 
kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang 
mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok 
perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh sebuah lembaga 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-
MP).  
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PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan 
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mulai tahun 2007 
pemerintah mencanangkan program ini dengan visi tercapainya kesejahteraan 
dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.  
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti 
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu 
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di 
lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi 
masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:  
1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 
3.  Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal 
4.  Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan 
ekonomi masyarakat 
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.7 
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, 
strategi yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan 
masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem 
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Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM 
Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai 
pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan 
masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya 
kemandirian dan keberlanjutan. Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan 
adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin 




Salah satu jenis kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah SPP. Yaitu 
kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang 
mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah 
untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian 
akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial 
dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta 
mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan 
kerja. Sedangkan tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat 
proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, 
memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah 
tangga melalui pendanaan modalusaha, mendorong penguatan kelembagaan 
simpan pinjam oleh kaum perempuan.
10
 




 PTO Penjelasan IV, Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri 





Esensi yang dapat diambil dari pengertian simpan pinjam adalah 
bertujuan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Hal ini 
jelas terdapat di dalam Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:  
 
وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم أَْن تَ ْعَتُدوا   ۘ  َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّ
ْقَوٰى  ْثِْ َواْلُعْدَواِن  ۘ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّ َوات َُّقوا اللََّه  ۘ  َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ
ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  ۘ    
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam hal (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa 





Ayat diatas menjelaskan bahwa dianjurkannya kita sebagai manusia 
untuk tolong menolong dalam hal kebaikan termasuk tolong menolong dalam 
kebaikan seperti yang telah dijelaskan diatas dalam kegiatan simpan pinjam 
terdapat unsur kebaikan yaitu tolong menolong demi membantu kehidupan 
sesama manusia.  
Dari pengertian simpan pinjam yang telah dijelaskan Adapun yang 
menjadi tujuan dan ketentuan dasarnya yaitu sebagai berikut:  
a. Tujuan umum Secara umum  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan 
pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, 
pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat 
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b. Tujuan khusus  
Adapun yang menjadi tujuan khusus pada kegiatan ini adalah :  
1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun 
sosial dasar.  
2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi 
rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.  
3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum 
perempuan. 
c. Ketentuan Dasar  
1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat 
mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.  
2) Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok 
yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam 
pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.  
3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang 
professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian 
dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.  
4) Pengembangan, artinyasetiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada 
peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan efektifitas 
ekonomi masyarakat pedesaan.  
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5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir tersebut 
harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
13
 
Dengan adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dapat 
membantu para perempuan-perempuan rumah tangga dibidang usaha 
membantu perekonomian keluarga apalagi jika usaha tersebut dilakukan 
sebagai mata pencaharian pokok dalam keluarganya.  
Dengan demikian, simpan pinjam berkaitan dengan pemberdayaan 
bagi para perempuan, dan pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan 
dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses sharingpower, penetapan 
kemampuan dan penetapan kewenangan.
14
Pemberdayaan pada kegiatan 
simpan pinjam ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepas belenggu 
kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat 
dalam struktur kekuasaan.  
Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam 
terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, 
kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing 
serta mampu hidup mandiri. Menurut Parrons yang dikutip dari buku Anwas, 
pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 
pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya 
dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
15
Selanjutnya menurut 
Ife dari buku yang sama, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada 
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masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian 
untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa 
depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam 
komunitas masyarakat itu sendiri.
16
 
Dalam hal ini kegiatan simpan pinjam yang notabennya sebagai upaya 
pemberdayaan masyarakat harus dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan 
yang diperlukan masyarakat sesuai konsep pemberdayaan yang telah 
dijelaskan padaparagraf di atas. Dengan melihat pentingnya peran program 
Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) pada masyarakat desa, 
penerapan kegiatan ini seharusnya juga disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat desa tersebut. Pembagian yang merata terhadap permodalan yang 
dilakukan menjadi tolak ukur dalam menjalankan program ini sesuai dengan 
tingkat keperluan permodalan yang dibutuhkan masyarakat desa khususnya di 
Desa Pematang Tengah ini demi membantu mensejahterakan para keluarga 
yang sangat membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya.  
C. Prinsip Dasar PNPM-MP  
Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan 
mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau 
acuan dalam setiap pengambilan keputusanmaupun tindakan yang akan 
diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 
Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan 
PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :  
                                                             
16





1. Bertumpu pada pembangunan manusia.  
Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah 
masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung 
terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik 
semata. 
2. Otonomi.  
Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan 
kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa 
intervensi dari luar.  
3. Desentralisasi.  
Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih 
luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral 
dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah 
sesuai dengan kapasitas masyarakat.  
4. Berorientasi pada masyarakat miskin.  
Pengertian prinsip berorientasi terhadap masyarakat miskin adalah segala 
keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.  
5. Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat.  
Pengertian prinsip partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah 
masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program 
dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan 





6. Kesetaraan dan keadilan gender.  
Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat 
baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan di dalam perannya 
di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan 
pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan 
pada saat situasi konflik.  
7. Demokratis.  
Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan 
pembangunan secara musyawarah dan mufakat.  
8. Transparansi dan akuntabel.  
Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat 
memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan 
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara 
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, 
legal, maupun administratif.  
9. Prioritas.  
Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang 
diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan 
pengentasan kemiskinan.  
10. Keberlanjutan.  
Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan 





pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah 
mempertimbangkan sistem pelestariannya.  
11. Kolaborasi.  
Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan 
kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam 
menanggulangi kemiskinan.  
12. Sederhana.  
Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM 
Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola 
serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.  
D. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
1. Pengertian Pemberdayaan  
  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemberdayaan 
berasal dari suku kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan 
sesuatu atau tindakan (tidak mencapai suatu maksud, pemecahan 
persoalan, mencari jalan keluar).
17
 Pemberdayaan dijelaskan sebagai usaha 
(syarat) suatu cara, proses pemberdayaan suatu kemampuan yang dimiliki 
seseorang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, 
terencana dan terarah untuk memajukan apa yang diinginkan oleh 
masyarakat.  
  Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata Power yang 
artinya keberdayaan atau kekuasaan. Paradigma pemberdayaan adalah 
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pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat 
merupakan pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar 
dari bawah.  
  Istilah pemberdayaan semakin popular dalam konteks pembangunan 
dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari 
realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang 
lemah (Powerless). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam 
aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, 
networking, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Konsep 
pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari 
pandangan yang ditempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya 
sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada 




  Pemberdayaan menurut Kartasasmita adalah upaya untuk 
membangun daya yang ada pada individu atau masyarakat dengan cara 
mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang 
dimilikinya serta mengembangkannya. Pengertian pemberdayaan dapat 
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  Sulistyani menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan 
berasal dari kata dasar daya yang bararti kekuatan atau kemampuan. 
Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai 
proses untuk memperoleh daya,. kekuatan atau kemampuan dan atau 
pemberian daya, kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya 
kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.  
  Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat 
mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. 
Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, 
memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, 
mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil 
resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak 
sesuai inisiatif.  
  Sedangkan indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal 
yaitu sebagai ukuran drajat pemberdayaan
20
 
1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (Power To) 
2) Tingkat kemampuan meningkat kapasitas untuk memperoleh akses 
(Power Within) 
3) Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (Power Over) 
4)  Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (Power With) 
 Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan 
atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan 
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kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya 
tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam 
mengubah prilaku, mengubah kebiasaan lama menuju prilaku baru yang 
lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup kesejahteraannya.
21
 
 Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep 
ekonomi, tetapi sering kali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan 
dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar 
meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang 
menyangkut kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, 
ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, lingkungan serta 
aspek lainnyayang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemberdayaan 
perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapantahapan 
sistematis dalam mengubah prilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang 
lebih baik.  
2. Strategi Pemberdayaan  
  Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam 
perspektif pembangunan ini disadari betapa penting kapasitas manusia dalam 
upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya 
materi dan non material. Sebagai suatu strategi pembangunan pemberdayaan 
dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memproleh daya, 
guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, 
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terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial 
dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya 
diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari 
lingkungannya. 
  Sementara itu Ife memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya 
penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, 
dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan 
masa depannya dan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan 
komunitas mereka.  
  Sutrisno menjelaskan dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat 
diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang 
berasal dari pemerintah maupun pihak lain, disamping mereka harus aktif 
berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan 
pembangunan. Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda 
diantara para ahli, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa 
pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk 
merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau 
masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan 
menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. 
Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan 
kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider 
dari pemerintah dan lembaga hanya mengambil posisi partisipan, stimulan 





  Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan bahwa proses pemberdayaan 
mengandung dua kecendrungan. Pertama, proses pemberdayaan yang 
menekankan pada proses memberikan atau mangalihkan sebagian 
kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kapada masyarakat agar individu 
lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai 
kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan 
kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada 
proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar 
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 
menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sumardjo menyebutkan 
ciri-ciri masyarakat berdaya yaitu:  
a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan 
(mengantisipasi kondisi perubahan kedepan).  
b. Mampu mangarahkan dirinya sendiri.  
c. Memiliki kekuatan untuk berunding.  
d. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama 
yang saling menguntungkan, dan  
e. Bertanggung jawab atas tindakannya.22 
  Diatas menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud masyarakat 
berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, 
berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, 
tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani 
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mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu 
bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan 
masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan 
secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat 
secara bertanggungjawab.  
  Dalam pemberdayaan ditujukan untuk mengubah prilaku masyarakat 
agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar 
menekankan pada hasil, namun pada prosesnya melalui tingkat partisipasi 
yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk 
meraih keberhasilan itu, agen perubahan dapat melakukan pendekatan 
Bottom-up, dengan cara mengenali potensi masalah dan kebutuhan 
masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam 
walaupun dalam satu komunitas.  
  Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas 
yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi inilah yang 
menjadi acuan agen pemberdayaan menentukan perencanaan 
pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan 
bersama-sama dengan klien/sasaran. Dalam melaksanakan pemberdayaan 
perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto penerapan 
pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P yaitu: Pemukiman, 





  Menurut Chamber dikutip oleh Anwas, individu yang diberdayakan 
adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang 
karena sudah dilumpuhkan.
23
Oleh karena itu dalam pemberdayaan 
dibutuhkan peran orang luar.Orang asing yang bertugas memberdayakan 
ini adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non 
formal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas di 
lapangan, seperti: pegawai kelurahan desa, penyuluhan, guru, dosen, 
pegawai puskesmas, dokter, bidan dan profesi lapangan lainnya. Petugas 
non formal adalah individu yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk 
membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola dalam suatu 
lembaga (LSM) atau secara pribadi. Petugas non formal diantaranya: 
relawan pekerja sosial, kader PKK, kader posdaya, mahasiswa, ulama, 
simpatisan, dan yang lainnya.
24
 Tugas pelaku pemberdayaan adalah 
mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu 
melakukan perubahan perilaku untuk menuju kearah kemandirian 
(berdaya).  
  Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun 
keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan 
kesejahteraannya. Oleh karena itu, petugas yang memberdayakan individu 
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dan masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebutkan sebagai 
agen pemberdayaan (agent of empowerment).
25
 
3. Tujuan dan Sasaran pemberdayaan  
  pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai 
suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui 
pengembangan kemampuan masyarakat, merubah prilaku masyarakat dan 
pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut, tampak ada tiga 
tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan 
kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat dan mengorganisir 
diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentu 
banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk 
mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan dan lain-lain, 
sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat.  
  Secara umum tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk 
menciptakan kondisi-kondisi untuk tumbuhnya suatu masyarakat yang 
tumbuh dan berkembang secara berswadaya, dalam hal ini adalah 
masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu menetralisir belenggu-
belenggu sosial yang dapat menahan laju perkembangan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial 
ekonomi masyarakat yang rendah mangakibatkan mereka tidak mampu 
dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat 







mengakibatkan produktivitas mereka rendah.Pemberdayaan masyarakat 
dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat dan kedua 
pengorganisasian masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat 
yaitu potensi atau kemampuan dari sikap hidupnya.  
 Selanjutnya, Talizuduhu Nddrana menguraikan tentang sasaran 
pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:  
a. Peningkatan taraf hidup masyarakat, diusahakan sebagai usaha 
pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat dan juga 
sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.  
b. Partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam upaya peningkatan taraf 
hidup masyarakat.  
c. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang 
secara mandiri, terhadap hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata 
uang yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. 
d. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat 
ditumbuhkan melalui intensifikasi partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Lebih lanjut Talizuduhu Ndrana berpendapat bahwa 
keempat sasaran pemberdayaan masyarakat diatas yaitu perbaikan 
kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, pembengkitan 
partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kemampuan masyarakat 
untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri melainkan 






E. Kajian Terdahulu  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ada beberapa kajian 
terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu:  
Yulihardi berjudul “Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir 
Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP Di Kecamatan V Koto 
Timur Kabupaten Padang Pariaman” Penelitian yang digunakan metode 
kualitatif, Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang program dan individu 
tersebut secara holistik (utuh). Hasil penelitian ini adalah Sosialisasi Program 
PNPM-MP dana bergulir SPP belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat 
umumnya dan khususnya anggota kelompok, Pelaksanaan Program PNPM-
MP dana bergulir SPP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan Pelaksanaan penyaluran dana bergulir yang dapat membantu 
untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ternyata tidak tecapai secara 
maksimal terlihat dari peminjaman oleh responden yang merupakan rumah 
tangga miskin (RTM) hanya 70,0%, sementara non RTM 30,0%.
26
 
Teguh Imam Rahayu, “Implikasi Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Perubahan 
Perekonomian Masyarakat Perdesaan Di Kecamatan Sayung, Kabupaten 
Demak” penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif, hasil dari 
penelitian ialah Pelaksanaan program PNPM yang ada di Kecamatan Sayung 
memberikan dampak dan manfaat yang sangat besar sekali terhadap 
masyarakat di Kecamatan sayung, baik manfaat yang langsung maupun 
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manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang ada di Desa 
yang mendapatkan program tersebut.
27
 
  Ardiyati, “Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam 
Kelompok”, penelitian ini menggunakan motode campuran kualitatif dan 
kuantitatif. Metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap 
informan (1) Penanggungjawab Operasional Kecamatan PNPM Mandiri 
Pedesaan Kecamatan Pajangan, (2) Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan/UPK 
(ketua, sekretaris, bendahara, pendamping lapangan), (3) Badan Pengawas 
UPK (BPUPK), (4) kelompok-kelompok SPP yang juga diberikan bertanyaan 
survey. Metode kuantitatif dilakukan melihat efektivitas implementasi 
kegiatan. Hasil dari penelitian ini ialah kegiatan pemberdayaan perempuan 
terjadi perubahan kemampuan ekonomi anggota menjadi bisa mempunyai 
uang dan tidak terlalu bergantung pada suami. Kegiatan juga mengubah 
sebagian besar anggota dari buruh menjadi mempunyai usaha sendiri, dan 
mayoritas usaha masih dikelola sendiri. Terjadi peningkatan partisipasi 
responden pada pembangunan di tingkat dusun, kecamatan, dan kabupaten 
tetapi tidak di tingkat RT. Peningkatan kemampuan perempuan dalam 
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